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Abstrak

Pelaku usaha terlapor yang tidak menerima putusan KPPU yang berupa tindakan administratif dapat
mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha terlapor dan
didaftar sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata. Apabila dikaji dari hukum acara perdata
kedudukan KPPU sebagai pihak yang digugat, sehingga pengajuan keberatan seharusnya diajukan di
Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum KPPU.

Kata kunci: KPPU, Pelaku Usaha Terlapor

Bahwa kegiatan bisnis pelaku usaha di jaman

modern ini yang sudah didukung oleh sarana ko-

munikasi yang canggih secara elektronik dan ben-

tuk-bentuk perbuatan lainnya yang tidak diwu-

judkan dalam bentuk fisik sehingga hal ini meru-

pakan problema dan tantangan yang sangat serius

bagi pihak penegak hukum, khususnya Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di dalam

mengadakan penyidikan untuk menentukan apa-

kah perbuatan atau perjanjian yang dibuat pelaku

bisnis dapat dikatagorikan telah melanggar

Undang-Undang Persaingan Usaha atau tidak.

Apalagi penanganan perkara oleh KPPU ini belum

ada hukum acaranya yang telah ditetapkan undang-

undang sehingga penanganan perkara ini banyak

mengandung permasalahan hukum. Hal ini dika-

renakan bahwa kegiatan bisnis tidak hanya me-

nyangkut permasalahan hukum, tetapi juga me-

nyangkut masalah ekonomi, politik, sosial, moral

dan sebagainya.

Sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang No.

5 tahun 1999 yang menentukan, bahwa: (1) Untuk

mengawasi pelaksanaan undang-undang ini di-

bentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang

selanjutnya disebut Komisi; (2) Komisi adalah suatu

lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan

kekuasan Pemerintah serta pihak lainnya; (3)

Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 75

tahun 1999 pasal 1 ayat (2) ditentukan “ Komisi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan

lembaga non srtuktural yang terlepas dari

pengaruh pemerintah serta pihak lain. Namun apa

yang dimaksud dengan lembaga independen dan

lembaga non struktural tidak djelaskan dalam per-

aturan tersebut sehingga hal ini dapat menimbul-

kan kerancuan dan perbedaan penafsiran dalam

kaitannya dengan kewenangan yang dimilikinya

dalam menangani perkara pelanggaran persaingan

usaha. Apalagi Komisi mempunyai tugas yang

sangat khusus dengan kewenangan yang sangat

multidimensional, oleh karena itu kedudukan dan

kewenangan yang dimilikinya dapat menimbulkan

beda penafsiran dari berbagai kalangan ahli hukum

maupun praktisi hukum.
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Penanganan perkara persaingan usaha di-

bebankan kepada KPPU sebagai lembaga inde-

penden yang dibentuk melalui Keputusan Presiden

mempunyai kewenangan untuk mengadakan

penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara. Dengan per-

kataan lain, KPPU mempunyai kewenangan se-

bagai “polisi” dalam melakukan penyidikan, ke-

wenangan sebagai “jaksa” dalam penuntutan, dan

kewenangan sebagai “hakim di pengadilan” dalam

memutus perkara pelanggaran, khususnya dalam

bidang administratif. Kewenangan KPPU sebagai

lembaga independen sangat luas yang bertujuan

untuk menegakkan hukum persaingan usaha,

namun di sisi lain menimbulkan permasalahan

hukum yang tersendiri. Kewenangan KPPU dalam

menangani perkara pelanggaran hukum persaing-

an usaha tidak berarti bahwa tidak ada lembaga

lain yang berwenang mengangani perkara mono-

poli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN)

dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang

untuk menyelesaikan perkara tersebut. PN diberi

wewenang untuk menangani keberatan terhadap

putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum

persaingan usaha yang menjadi perkara pidana ka-

rena tidak dijalankannya putusan KPPU yang

sudah in kracht. MA diberi kewenangan untuk me-

nyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaing-

an apabila terjadi kasasi terhadap keputusan PN

tersebut (Lubis dan Sirait, tanpa tahun, 311).

Dasar Hukum penanganan perkara di KPPU

tidak ada hukum acara yang ditentukan secara

khusus, sehingga hukum acaranya masih memper-

gunakan berbagai aturan perundang-undangan se-

bagai berikut: 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Per-

saingan Usaha Tidak Sehat; 2. Keppres No. 75

tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU); 3. Peraturan Komisi Pengawas Per-

saingan Usaha No.1 tahun 2010 tentang Tata Cara

PenangananPerkara di KPPU; 4. HIR/RBg. Yaitu

untuk ketentuan hukum acara perdata jika pelaku

usaha menyatakan keberatan atas putusan Komisi

sesuai dengan pasal 44 ayat 2 UU No. 5 tahun 1999,

atau apabila terdapat gugatan perdata yang dida-

sarkan pada adanya perbuatan melawan hukum;

5. KUHAP, yaitu untuk ketentuan hukum acara

pidana jika perkara tersebut dilimpahkan kep pihak

penyidik sesuai dengan pasal 44 ayat 4 UU No. 5

tahun 1999; 6. PERMA No. 1 tahun 2000 tentang

Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan ter-

hadap Putusan KPPU yang diubah dengan PERMA

No. 3 tahun 2005.

Bahwa untuk menentukan adanya unsur ke-

salahan dari pelaku usaha maka KPPU mendasar-

kan pada teori Per Se Illegal dan teori Rule of Rea-

son. Pendekatan dari teori-teori ini telah lama dite-

rapkan di kalangan pelaku bisnis untuk menen-

tukan apakah perbuatan pelaku usaha melanggar

Undang-undang Persaingan Usaha. Pendekatan

per se illegal menyatakan setiap perjanjian atau per-

buatan usaha tertentu dapat dikatakan illegal atau

tidak tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak

yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan

usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai

per se illegal biasanya meliputi penetapan harga se-

cara kolusif atas produk tertentu, serta pengatur-

an harga penjualan kembali (Anggraini, 2006).

Selanjutnya dikatakan, pendekatan rule of reason

adalah pendekatan yang digunakan oleh lembaga

otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi

mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha

tertentu, guna menentukan apakah perjanjian atau

kegiatan tersebut bersifat menghambat atau men-

dukung persaingan usaha.

Pada dasarnya seseorang dalam melakukan

suatu perbuatan hukum dibatasi oleh suatu larang-

an. Jadi kaedah yang berisi suatu larangan ada

dalam lapangan hukum yang mengatur ke-

pentingan perseorangan sebagaimana diatur da-

lam hukum perdata dan apabila dilanggar maka

akibat hukumnya adalah batal demi hukum.

Sedang larangan dalam hukum yang mengatur ke-

pentingan umum sebagaimana diatur dalam hukum
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publik/pidana apabila dilanggar maka akibat

hukumnya adalah sanksi pidana. Dan mengingat

kegiatan bisnis merupakan hak keperdataan tetapi

menyentuh kepentingan umum, maka kegiatan

bisnis yang merupakan hak individu mengalami

pergeseran arah dari perlindungan individu ke

arah kepentingan umum, sehingga larangan itu

masuk wilayah hukum publik, yaitu untuk mem-

berikan perlindungan kepada kepentingan para

pelaku usaha dan kepentingan masyarakat/kon-

sumen dan pembangunan ekonomi nasional.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa larang-

an yang ditentukan dalam hukum persaingan usa-

ha termasuk katagori larangan dalam bidang hu-

kum publik.

Putusan Lembaga Non Struktural atau

Independen

KPPU adalah lembaga independen semu

negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) yang kedudukannya tidak merupakan ba-

gian dari tiga pilar kekuasaan, yaitu legislatif, yudi-

katif, dan eksekutif. Sebagai lembaga khusus yang

mempunyai fungsi penegakan hukum terhadap

pelaksanaan hukum persaingan usaha yang mem-

punyai tugas dan kewenangan yang sangat luas,

yang meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legis-

latif serta konsultatif. Akibatnya KPPU dikatakan

memiliki fungsi yang wewenangnya tumpang tin-

dih karena bertindak sebagai investigator ( inves-

tigation function), penyidik, pemeriksa, penuntut

(prosecuting function), pemutus (adjudication func-

tion) maupun fungsi konsultatif (consultative func-

tion) (Nadapdap, 2009, 17). Jadi KPPU yang kedu-

dukannya non struktural dipandang sebagai lem-

baga multi fungsi dan mempunyai multi kewe-

nangan dalam menegakkan hukum persaingan

usaha. Fungsi dan kewenangan yang sangat luas

itu dapat menimbulkan kesulitan dalam meng-

analisis secara yuridis permasalahan yang timbul

berkenaan dengan produk KPPU, seperti putusan

KPPU dianggap sebagai putusan yang bersifat

administratif dalam lingkup peradilan tata usaha

negara sesuai dengan kewenangannya, atau

putusan KPPU adalah putusan peradilan semu,

dan lain-lain.

Konsep pemberian kewenangan kepada

KPPU dalam memeriksa pelanggaran hukum per-

saingan usaha sebenarnya tidaklah menimbulkan

masalah. Tetapi permasalahannya, bahwa meng-

ingat kewenangan KPPU hanyalah menjatuhkan

sanksi berupa tindakan administratif nampaknya

tidak relevan apabila KPPU dalam memeriksa per-

kara pelanggaran didasarkan atas alat-alat bukti

sebagaimana ditentukan dalam pasal 42, yaitu: a.

keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat dan

atau dokumen; d. petunjuk; e. keterangan pelaku

usaha.

Alat-alat bukti seperti tersebut di atas, sesuai

dengan alat-alat bukti dalam perkara pidana se-

bagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP. Alat

bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP untuk

perkara pidana yang bertujuan untuk mewujudkan

kebenaran yang bersifat materiil, sehingga kete-

rangan saksi menjadi prioritas dalam penyidikan

dan mengadilinya. Hal ini tentu sangat berbeda

dengan perkara perdata yang bertujuan untuk

mewujudkan kebenaran yang bersifat formil, se-

hingga bukti formal seperti tulisan menjadi prio-

ritas dalam pemeriksaannya.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kegiatan

pelaku usaha dalam melakukan bisnis pada dasar-

nya merupakan perbuatan hukum perdata yang

tunduk pada KUH. Perdata, dan apabila terjadi

sengketa perdata maka pengadilan akan mela-

kukan pemeriksaan berdasarkan alat-alat bukti

sebagaimana diatur dalam 1866 KUH.Perdata dan

164 HIR, yaitu: 1. bukti tulisan; 2. bukti dengan

saksi; 3. persangkaan; 4. pengakuan, dan 5.

sumpah.

Dalam pemeriksaan perkara perdata dimana

alat bukti tulisan menjadi hal yang sangat penting

dan menentukan sesuai dengan kekuatan pembuk-

tiannya dengan tidak mengesampingkan alat-alat

bukti lainnya.
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Bahwa wewenang KPPU yang demikian

luasnya sehingga dapat menimbulkan perbedaan

penafsiran terhadap isi pasal yang mengatur ten-

tang pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur

dalam pasal 36 UU No. 5 tahun 1999, yaitu: a. me-

nerima laporan dari masyarakat dan atau dari pe-

laku usaha tentang dugaan terjadinya praktek

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya

kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan

terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh

masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang dite-

mukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitian-

nya; d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau

pemeriksasan tentang ada atau tidak adanya

praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat;

e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah me-

lakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-

undang ini; f. memanggil dan menghadirkan saksi,

saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap menge-

tahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-

undang ini; g. meminta bantuan penyidik untuk

menghadirkan pelaku usaha, skasi saksi ahli, atau

setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan

huruf f yang tidak bersedia memenuhi panggilan

Komisi; h. meminta keterangan dari instansi peme-

rintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan

atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang me-

langgar ketentuan undang-undang ini; i. men-

dapatkan, meneliti dan atau menilai surat, doku-

men, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan

atau pemeriksaan; g. memutuskan dan menetap-

kan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pe-

laku usaha lain atau masyarakat; k. memberita-

hukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang

diduga melakukan praktek monopoli dan atau per-

saingan usha tidak sehat; l. menjatuhkan sanksi

berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha

yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Sebagai lembaga non struktural dengan ber-

bagai fungsi sebagaimana tersebut di atas menim-

bulkan pertanyaan yang mendasar, seperti dalam

fungsinya, KPPU dapat mengambil putusan dalam

bentuk sanksi administratif sehingga putusan

KPPU tidak bertentangan dengan hukum positif.

Karena sebagaimana kita ketahui, bahwa lembaga

yang berwenang untuk memutuskan suatu seng-

keta adalah lembaga peradilan, oleh karena itu apa-

kah putusan yang dikeluarkan oleh KPPU ini mem-

punyai dasar mengikat menurut hukum atau tidak?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah wajar

karena dilihat dari kedudukannya KPPU adalah

lembaga independen tetapi menjalankan fungsi se-

bagai lembaga peradilan karena berwenang meng-

ambil putusan yang dapat menciptakan atau memu-

tuskan suatu hubungan hukum yang dibuat antar

pelaku usaha. Demikian juga halnya dalam hukum

perdata ditentukan bahwa mengakhiri suatu

hubungan hukum yang timbul dalam lapangan hu-

kum perdata harus didasarkan atas putusan peng-

adilan. Demikian juga, apabila hubungan hukum

itu lahir dari suatu perjanjian yang dibuat secara

tidak sah maka untuk mengakhirnya para pihak

harus mengajukan gugatan ke pengadilan, misal-

nya dalam membuat perjanjian didasarkan atas per-

buatan atau sesuatu yang dilarang menurut hukum

seperti melanggar undang-undang. Lembaga yang

berwenang memutus adalah pengadilan.

Apabila kita kaji lebih teliti nampaknya ada

pertentangan diantara undang-undang persaingan

usaha dengan undang-undang lainnya. Sesuai

dengan asas hukum lex posteriori derogat lex priori,

artinya undang-undang yang baru mengalahkan

undang-undang yang lama. Dan menurut teori hu-

kum apabila ada penyimpangan suatu aturan hu-

kum hanya bisa dilakukan dengan aturan hukum

yang sederajat, artinya penyimpangan dilakukan

oleh suatu aturan yang lebih tinggi atau sederajat,

suatu undang-undang hanya dapat disimpangi de-

ngan undang-undang.

Bahwa dalam rangka penegakkan hukum

oleh KPPU yang didasarkan adanya penyimpang-
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an terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1999 ter-

sebut menurut teori hukum dapat dibenarkan, te-

tapi dalam pelaksanaan undang-undang tersebut

banyak menimbulkan ketidak-jelasan, atau bahkan

pertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum

positif. Misalnya (1) alat bukti yang dijadikan da-

sar menentukan pemeriksaan adalah alat bukti se-

bagaimana diatur dalam KUHAP tetapi sanksi

yang dijatuhkannya bersifat administratif; (2) apa-

bila KPPU mempunyai kewenangan memutuskan

suatu peristiwa hukum dan tidak dilaksanakan

oleh pelaku usaha maka seharusnya dilakukan

eksekusi, tetapi khusus dalam penegakan hukum

persaingan usaha ternyata berubah menjadi

perkara pidana; (3) Alat bukti pemeriksaan dida-

sarkan alat bukti hukum acara pidana padahal per-

masalahan persaingan usaha menyangkut bisnis

yang mengandung aspek perdata; (4) menurut hu-

kum persaingan usaha apabila putusan tidak dite-

rima maka dapat diajukan upaya keberatan ke

pengadilan negeri dan didaftarkan seperti pendaf-

taran perkara perdata, (4) KPPU adalah lembaga

non struktural atau independen yang mempunyai

kewenangan menjatuhkan sanksi berupa tindakan

administratif tetapi kedudukan KPPU tidak men-

jadi lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha

Negara, dan sebagainya.

Pengajuan Upaya Hukum Keberatan

Berdasarkan pasal 25 ayat (1) Undang-

Undang No. 5 tahun 1999 dan pasal 65 Peraturan

Komisi Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara

Penanganan Perkara, menyatakan bahwa: (1)

Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap

Putusan Komisi dalam waktu selambat-lambatnya

14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima

pemberitahuan (Petikan Putusan Komisi berikut

Salinan Putusan Komisi); (2) Keberatan sebagai-

mana dimaksud pada ayat (1) diajukan di Pengadilan

Negeri ditempat kedudukan hukum Pelaku Usaha

yang menjadi Terlapor.

Menurut Mustafa Kamal Rokan (2010, 273-

274), terhadap putusan KPPU dapat terjadi tiga ke-

mungkinan, yaitu: 1. Pelaku usaha menerima pu-

tusan KPPU, dan secara sukarela melaksanakan

sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU. Pelaku usaha

dianggap secara otomatis menerima putusan KPPU,

apabila tidak melakukan upaya hukum dalam jang-

ka waktu yang diberikan oleh undang-undang un-

tuk mengajukan keberatan. Selanjutnya dalam

waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan

mengenai putusan komisi, pelaku usaha wajib me-

laksanakan (isi) putusan tersebut dan menyampai-

kan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.

Dengan tidak diajukannya keberatan, maka pu-

tusan KPPU akan memiliki kekuatan hukum tetap

dan terhadap putusan tersebut dimintakan pe-

netapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri.

2. Pelaku usaha menolak putusan KPPU, dan

kemudian mengajukan keberatan kepada Pengadil-

an Negeri. Dalam hal ini pelaku usaha yang tidak

setuju terhadap putusan yang diambil KPPU, maka

pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada

Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 hari

setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

3. Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan,

namun tidak juga melaksanakan putusan KPPU.

Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan

sebagaimana diatur pada pasal 44 ayat (2), namun

juga tidak kunjung melaksanakan maupun melapor-

kan hasil pelaksanaan putusan KPPU dalam jangka

waktu 30 hari sebagaimana ditentukan pada pasal

44 ayat (1), maka berdasarkan pasal 44ayat (4)

KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada

penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai de-

ngan ketentuan perundang-undangan yang ber-

laku. Dalam hal ini putusan Komisi akan dianggap

sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik

untuk melakukan penyidikan.

Menurut peraturan perundang-undangan

ditentukan bahwa keberatan terhadap Putusan

KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor

kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan
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hukum usaha pelaku usaha tersebut (PERMA No.

3 Tahun 2005 pasal 2 ayat 1). Permasalahannya,

apakah memang benar hanya pelaku usaha terlapor

yang merasa keberatan atas putusan KPPU? Apa-

bila dibandingkan dengan Putusan perkara per-

data di Pengadilan Negeri bisa saja petitum gugat-

an tidak semuanya dikabulkan majelis hakim se-

hingga baik Penggugat maupun Tergugat merasa

dirugikan atas putusan tersebut. Oleh karena itu,

dalam hukum perdata, baik Penggugat maupun

Tergugat dimungkinkan mengajukan banding

(keberatan) ke Pengadilan Tinggi. Mengingat ada-

nya laporan pelanggaran terhadap persaingan usa-

ha sehat juga mengandung aspek bisnis antar pe-

laku usaha sehingga dapat juga yang merasa diru-

gikan adalah pelaku pelapor, atau dapat dikatakan

bahwa bisa saja ada unsur kepentingan atau keru-

gian yang diderita, baik pelaku usaha pelapor

maupun terlapor. Oleh karena itu, pelaku usaha

pelapor seharusnya juga diberi hak mengajukan

keberatan atas putusan KPPU tersebut. Apabila

hakekat keberatan ini sama maknanya dengan

pengajuan upaya banding sebagaimana dalam per-

kara perdata, maka aturan ini tidaklah menim-

bulkan keadilan karena suatu putusan perkara per-

data di Pengadilan Negeri tidaklah selalu meru-

gikan pihak Tergugat. Artinya Putusan Pengadilan

Negeri dapat juga tidak memuaskan pihak Peng-

gugat. Oleh karena itu, memberikan hak mengaju-

kan keberatan hanya kepada pihak Terlapor tanpa

memperhatikan kepentingan Pelapor dapat me-

nimbulkan ketidak-adilan atau ketidak-puasan.

Demikian juga halnya dalam pengajuan kebe-

ratan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat

kedudukan hukum pelaku usaha Terlapor. Apabila

dibandingkan dengan hukum acara perdata,

bahwa pengajuan gugatan diajukan ke Pengadilan

Negeri tempat kedudukan hukum Tergugat.

Apabila kita cermati dalam pengajuan keberatan

ini bahwa kedudukan pelaku usaha terlapor ber-

kedudukan sebagai Penggugat (perdata), se-

dangkan KPPU berkedudukan sebagai Tergugat.

Mengingat dalam pengajuan keberatan itu pelaku

usaha terlapor berhadapan dengan KPPU, sehing-

ga menurut penulis bahwa pengajuan keberatan

itu diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kedu-

dukan hukum KPPU atau KPPU Perwakilan di

daerah.

Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberat-

an terhadap putusan KPPU sebagaimana diatur da-

lam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3

tahun 2005, yaitu: 1. Keberatan diajukan dalam

tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung

sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan pu-

tusan KPPU dan atau diumumnkan melalui website

KPPU; 2. Keberatan diajukan melalui kepaniteraan

Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai

dengan prosedur pendaftaran perkara perdata de-

ngan memberikan salinan keberatan kepada KPPU;

3. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1

(satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang

sama, dan memiliki kedudukan hukum yang sama,

perkara tersebut harus didaftar dengan nomor

yang sama; 4. Dalam hal keberatan diajukan oleh

lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan

KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudu-

kan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permo-

honan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk

menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai

usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa

keberatan tersebut; 5. Permohonan sebagaimana

dimaksud dalam ayat 4 (empat), oleh KPPU ditem-

buskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri

yang menerima permohonan tersebut; 6. Peng-

adilan Negeri yang menerima tembusan permo-

honan tersebut harus menghentikan pemeriksaan

dan harus menunggu penunjukkan Mahkamah

Agung; 7. Setelah permohonan diterima sebagai-

mana dimaksud dalam ayat 4 (empat), Mahkamah

Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari me-

nunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa kebe-

ratan tersebut; 8. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sete-

lah menerima pemberitahuan dari Mahkamah

Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk
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harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa)

biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk.

Apabila kita cermati Peraturan Mahkamah

Agung tersebut ada ketidak-jelasan atau ketidak-

konsistenan logika hukumnya, seperti: pertama,

Putusan KPPU berupa tindakan administratif

(periksa pasal 47 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999)

(tetapi tidak termasuk sebagai Keputusan Tata

Usaha Negara) (lihat pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999)

dan pemeriksaan keberatan terbatas pemeriksaan

berkas perkara. Permasalahannya apakah Pengadil-

an Negeri berwenang menilai dan mengadili pu-

tusan yang bersifat administratif, mengingat sudah

ada Pengadilan Tata Usaha Negara? Menurut pe-

nulis, apabila ada keberatan terhadap putusan

KPPU itu menyangkut tentang timbul atau lenyap-

nya hak-hak bisnis pelaku usaha, ataupun juga

apabila putusan KPPU itu ada kesalahan menyang-

kut materi pelanggaran maka keberatan diajukan

ke Pengadilan Negeri untuk meminta pemeriksaan

ulang atas berkas perkara, dan didaftar sesuai de-

ngan prosedur pendaftaran perkara perdata.

Sedangkan, apabila keberatan itu mennyangkut

aspek administratif seperti tentang kebenaran

surat ijin, keabsahan surat ijin usaha, dan surat-

surat lain yang bersifat administratif seharusnya

keberatan itu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha

negara untuk dilakukan pemeriksaan ulang yang

didasarkan atas berkas perkara.

Kedua, keberatan didaftar sesuai dengan

prosedur pendaftaran perkara perdata dan Hukum

Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula

terhadap Pengadilan negeri (lihat pasal 8 UU No.

5 Tahun 1999). Dalam hukum acara perdata dikenal

perkara yang tidak mengandung sengketa dan

perkara yang mengandung sengketa. Perkara yang

tidak mengandung sengketa diajukan melalui per-

mohonan dengan pemeriksaan secara ex parte (satu

pihak), sedangkan perkara yang mengandung

sengketa terdapat dua pihak dimana keberatan di-

ajukan melalui gugatan dengan pemeriksaan kon-

tradiktoir. Apabila kita kaji lebih teliti, bahwa pe-

laku usaha terlapor mengajukan keberatan terha-

dap putusan KPPU, dimana KPPU merupakan

pihak (lihat pasal 2 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1999)

berarti ada dua pihak. Dalam hukum acara per-

data, pihak yang mengajukan gugatan disebut

Penggugat, sehingga dalam pengajuan keberatan

atas putusan KPPU pelaku usaha terlapor dapat

dipandang berkedudukan sebagai pihak “peng-

gugat” berhadapan dengan KPPU selaku “ter-

gugat”. Tetapi dalam pengajuan keberatan (gu-

gatan) ini pelaku usaha terlapor tidak mengajukan

surat gugatan dan tidak ada jawaban gugatan,

replik, duplik dan pemeriksaan bukti-bukti seperti

layaknya pemeriksaan gugatan perkara perdata ka-

rena didasarkan hanya pada pemeriksaan berkas

perkara sehingga fungsi Pengadilan Negeri seperti

memeriksa perkara tingkat banding. Namun, apa-

bila Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan

tambahan, maka melalui putusan sela memerintah-

kan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan

tambahan dan perintah itu memuat hal-hal yang

harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas

dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang di-

perlukan (lihat pasal 6 ayat 1 dan ayat 2).

Ketiga, menurut Peraturan Mahkamah

Agung tersebut diatas, KPPU dapat mengajukan

permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung

untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri di-

sertai usulan Pengadilan Negeri mana yang akan

memeriksa keberatan tersebut.Apabila kita kaji

kembali, bahwa kedudukan KPPU adalah lembaga

non struktural atau independen, dan KPPU tidak

berada dibawah Mahkamah Agung, tetapi menu-

rut Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005

KPPU dapat mengajukan permohonan penunjukan

kepada Mahkamah Agung. Padahal apabila dilihat

dari kedudukan hukumnya justru KPPU meru-

pakan pihak yang berperkara. Aturan ini justru

sangat bertentangan dengan prinsip berperkara,

yaitu salah satu pihak yang berperkara memohon

kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk pihak

yang akan memeriksa perkara yang menyangkut
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dirinya. Ini sangat bertentangan dengan prinsip

keadilan dan kenetralan. Menurut penulis, seha-

rusnya salah satu Pengadilan Negeri yang mene-

rima pendaftaran keberatan, baik atas usul KPPU

atau atas kewenangan yang dimilikinya mengajukan

permohonan penunjukan ke Mahkamah Agung,

Pengadilan Negeri yang akan memeriksa keberat-

an pelaku usaha terlapor.

Berdasarkan pasal 45 ayat (3) UU No. 5

tahun 1999 ditentukan, bahwa Pihak yang kebe-

ratan terhadap putusan Pengadilan Negeri seba-

gaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu

14 (empat belas) hari dapat mengajukan Kasasi ke-

pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi

yang berhak mengajukan Kasasi adalah pihak yang

keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri,

sehingga dapat diajukan oleh KPPU selaku “ter-

gugat”, atau Pelaku usaha Terlapor selaku “Peng-

gugat”.

Penutup

Pelaku usaha yang tidak menerima Putusan

KPPU dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan

Negeri di tempat domisili usaha pelaku usaha dan

didaftarkan seperti perdaftaran perkara perdata.

Apabila upaya keberatan itu didaftar seperti per-

kara perdata maka menimbulkan permasalahan

yuridis, terutama hukum acara yang diterapkan

dalam pemeriksaan perkara, kedudukan KPPU

selaku pihak yang digugat sehingga dipandang

perlu untuk membuat hukum acara tentang peng-

ajuan keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan

Negeri dan Mahkamah Agung.
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